EFEKTIFITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG

HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT ( STUDI

KASUS PENAHANAN DIPLOMAT MALAYSIA DI KOREA









Berdasarkan hasil pembahasan maka ditarik kesimpulan  bahwa penerapan 
Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dalam perlindungan 
hukum terhadap diplomat Malaysia di Korea Utara tidaklah efektif. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya itikad yang kurang baik dari Pemerintah Korea 
Utara dengan menahan diplomat Malaysia.Padahal pada dasarnya sesuai 
dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku Pemerintah Korea Utara 
harus menghormati kekebalan hukum yang dimiliki oleh setiap diplomat 
negara pengirim. 
Dalam hal ini Korea Utara gagal dalam menjalankan Pasal 29 karena menahan 
diplomat Malaysia. karena dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang 
hubungan diplomatik dikatakan bahwa pejabat diplomatik tidak dapat 
diganggu gugat dan tidak dapat ditahan dalam bentuk apapun. Negara 
Penerima harus memperlakukan diplomat secara khusus bahkan harus 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diplomat. 
Penangkapan dan penahanan diplomat Malaysia oleh Korea Utara tidak 
sejalan dengan Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang 






diplomat Negara Pengirim harus dihormati dan diperlakukan baik oleh Negara 
Penerima sejak dia menginjakan kaki di Negara Penerima. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan di atas dianjurkan 
saran sebagai berikut : 
Agar penahanan diplomat tidak terjadi lagi, maka harus ada langkah-
langkahuntuk pencegahan yang harus dilakukan oleh Malaysia diantaranya, 
dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator sekaligus 
mediator yang sebelumnya telah dipercayai oleh kedua negara dalam 
menyelesaikan pernasalahan yang terjadi. Jika hal ini tidak mendapatkan hasil 
yang memuaskan maka Malaysia bisa mengambil tindakan lain dengan 
menurunkan tingkat hubungan diplomatik antara kedua negara dengan 
menunjuk atase atau dibawahnya. Hal terakhir yang dilakukan jika cara 
tersebut gagal adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan 
Korea Utara jika hal itu dirasa oleh pihak  Malaysia sebagai langkah terakhir 
dalam mengakhiri konflik setelah semua pendekatan diplomatisnya dilakukan. 
Hal ini dilakukan demi kepentingan negara Malaysia dalam melindungi 
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